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Abstract

This study aims to implement Performance-Based Budgeting (PBK) in the Indonesian public sector and
measure its effectiveness in improving government accountability and financial performance. This study
employs a qualitative approach, conducting a literature review of state financial regulations, previous research,
and reports on PBK implementation in various government institutions at both the central and regional
levels. The findings of this study indicate that PBK implementation has had a positive impact in terms of
increasing transparency, efficiency, and a focus on results-based spending. However, PBK implementation
remains suboptimal due to several obstacles, such as limited human resource capacity, performance indicators
that emphasize output rather than outcome, and the influence of bureaucratic culture and political factors on
the budgeting process. Thetefore, strengthening employee competency, improving results-based petrformance
indicators, and optimizing internal control systems ate strategic steps to increase the effectiveness of PBK in
the Indonesian public sector.
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PENDAHULUAN

Sistem anggaran di sektor publik Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak
penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (PBK) (Kharazishvili et al.,, 2023). Sebelumnya,
pengelolaan anggaran negara didominasi oleh metode anggaran tradisional berbasis pos, di mana
alokasi dana hanya didasarkan pada kebutuhan administratif tanpa mempertimbangkan pencapaian
hasil yang terukur. Perubahan ini secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Wan Hamdan et al., 2023). PBK dirancang
sebagai instrumen strategis dalam manajemen anggaran, yang mengaitkan setiap alokasi dana
dengan hasil yang terukur, serta menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran (Belisca et al, 2023). Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan
kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Ayuni et al., 2024).

PBK berfungsi bukan hanya sebagai alat administrasi, tetapi sebagai pendekatan strategis
dalam akuntansi manajemen yang secara langsung mengaitkan penggunaan anggaran dengan
pencapaian kinerja yang dapat diukur melalui indikator yang jelas (Handoko, 2023). Keberhasilan
sistem ini dapat diukur tidak hanya dari sisi pengelolaan anggaran, tetapi lebih pada dampaknya
terhadap hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2017 semakin menekankan pentingnya PBK sebagai instrumen utama dalam pencapaian
tujuan pembangunan nasional melalui penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas (Afronisa &
Erawat, 2024). Melalui regulasi ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan setiap alokasi
anggaran berorientasi pada hasil yang terukur, yang berdampak langsung pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat (Saepudin et al., 2024).

Salah satu tujuan utama dari penerapan PBK adalah untuk membangun budaya organisasi
yang berorientasi pada hasil dan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan memberikan
manfaat konkret bagi masyarakat. Konsep "nilai untuk uang" menjadi inti dari sistem ini, di mana
setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan anggaran yang
dialokasikan (Susiana et al., 2024). Dalam praktiknya, PBK telah diterapkan di berbagai tingkat
pemerintahan, baik di tingkat pemerintah daerah, maupun di lembaga sektoral khusus seperti badan
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imigrasi (Elianaa et al, 2023). Namun, meskipun PBK diakui sebagai langkah yang lebih baik
dibandingkan metode tradisional dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran negara,
implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa meskipun banyak
lembaga di Indonesia telah mulai mengimplementasikan PBK, mereka masih berada pada fase awal
atau tahap Penganggaran Berbasis Kinerja yang terbatas. Di mana, meskipun informasi kinerja
sudah digunakan sebagai pedoman dalam penganggaran, pengaruhnya terhadap keputusan anggaran
masih terbatas. Beberapa lembaga masih mengandalkan data anggaran yang lebih fokus pada aspek
administrasi datipada hasil yang sesungguhnya (Ralina, 2024). Gap ini menunjukkan bahwa PBK
belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang mampu mengubah paradigma pengelolaan
anggaran yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak, seperti yang diinginkan oleh peraturan
yang ada.

Pelaksanaan PBK juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.
Salah satu hambatan utama adalah ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja yang lebih
fokus pada hasil atau dampak daripada output yang bersifat semata-mata kuantitatif (Khadijah et al.,
2025). Banyak indikator yang masih berorientasi pada output, seperti jumlah anggaran yang
dibelanjakan, tanpa mengukur apakah pengeluaran tersebut benar-benar menghasilkan dampak
positif bagi masyarakat. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam perancangan dan evaluasi
anggaran juga menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan PBK. Tanpa adanya
pelatihan dan peningkatan kapasitas yang memadai, implementasi PBK tidak akan dapat mencapai
hasil yang optimal.

Di samping faktor internal, terdapat pula tantangan ecksternal yang memengatuhi
keberhasilan penerapan PBK, seperti pengaruh politik dalam birokrasi dan keterbatasan sistem
teknologi informasi. Banyak lembaga yang melaksanakan PBK hanya sebatas memenuhi persyaratan
regulasi tanpa adanya komitmen yang kuat untuk mengubah budaya pengelolaan anggaran yang
lebih akuntabel dan transparan. Pengaruh politik yang kuat sering kali mendikte keputusan anggaran
yang tidak selalu didasarkan pada pertimbangan kinerja dan hasil yang terukur, melainkan pada
kepentingan politik atau personal tertentu (Suherman & Haidar, 2025). Keterbatasan sistem
teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah juga menjadi penghalang dalam
mengimplementasikan PBK secara efektif, karena tanpa sistem yang terintegrasi dengan baik, data
kinerja tidak dapat dianalisis dan digunakan secara maksimal.

Keberhasilan PBK sangat bergantung pada adanya integrasi yang kokoh antara komitmen
manajerial, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), serta
mekanisme penghargaan dan hukuman yang konsisten (Rahmaningsih & Satrya, 2025). Penerapan
PBK tidak hanya membutuhkan adanya kebijakan yang jelas dan regulasi yang kuat, tetapi juga
harus didukung dengan budaya organisasi yang mengutamakan kinerja dan hasil, serta peningkatan
kapasitas manajerial yang dapat memanfaatkan data dan informasi kinerja untuk mengambil
keputusan yang lebih tepat. Meskipun terdapat regulasi yang mendukung, hambatan yang terkait
dengan kemampuan teknis dan budaya organisasi masih menjadi tantangan utama (Syah, 2025).

Untuk itu, perbaikan dalam implementasi PBK harus menjadi prioritas yang mendesak bagi
pemerintah. Pemerintah perlu memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada pegawai dan
pejabat yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi anggaran, serta memperkuat sistem teknologi
informasi yang digunakan dalam pengelolaan anggaran. Sistem pengendalian internal yang lebih baik
juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan penganggaran didasarkan pada data yang
akurat dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, penguatan komitmen
manajerial dalam mengimplementasikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam anggaran sangat
penting agar PBK dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

TINJAUAN TEORITIS

Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan
publik yang menghubungkan alokasi dana dengan hasil yang ingin dicapai (Tofangsaz et al., 2025).
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Berbeda dengan sistem penganggaran konvensional yang lebih fokus pada alokasi input, PBK
mengutamakan pencapaian indikator kinerja yang terukur untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi (Irene et al., 2025). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan
sejalan dengan tujuan dan prioritas yang ditetapkan, dengan harapan bahwa sumber daya yang
tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pada dasarnya, PBK merupakan strategi dalam
akuntansi manajemen yang bertujuan menyelaraskan penggunaan sumber daya dengan tujuan
strategis organisasi, sechingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien (Saepudin et
al., 2024). Di Indonesia, penerapan PBK telah menjadi kewajiban hukum melalui Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Langkah ini bagian dari upaya modernisasi birokrasi dan
pengelolaan keuangan negara yang lebih baik (Khairani et al, 2025). Dengan penerapan PBK,
diharapkan pengelolaan anggaran negara dan daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan
berdampak positif bagi kinetja pemerintah (Handoko, 2023).

Efektivitas dan Kontribusi dan Kinerja Keuangan

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) memberikan dampak positif terhadap
pengelolaan keuangan sektor publik. Berdasarkan analisis literatur, PBK terbukti dapat
meningkatkan akuntabilitas anggaran negara serta mengurangi praktik pemborosan yang kerap
terjadi dalam sistem anggaran berbasis item (Gading et al., 2025). Penelitian yang dilakukan
terhadap pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kinetja
keuangan sebelum dan sesudah penerapan PBK, khususnya dalam hal kinerja ekonomi, efektivitas,
dan kemandirian daerah (Putu et al,, 2024). Dengan PBK, pengelolaan anggaran menjadi lebih
transparan dan efisien, karena alokasi dana langsung disesuaikan dengan pencapaian indikator
kinerja yang terukur. Selain itu, PBK juga berperan penting dalam membangun budaya organisasi
yang berfokus pada hasil, yang pada gilirannya membantu pencapaian tujuan fiskal dan
keberlanjutan keuangan di sektor publik (Abidin et al., 2024). Implementasi PBK memungkinkan
pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran dan lebih bertanggung jawab
dalam memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal bagi
masyarakat (Fahmiati & Priyambodo, 2025). Dengan demikian, PBK bukan hanya mendukung
efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan yang berkelanjutan di sektor publik

(Xu, 2024).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi

Keberhasilan peralihan menuju Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah
kualitas sumber daya manusia (SDM), di mana tenaga kerja yang kompeten sangat diperlukan untuk
merancang indikator kinerja yang tepat dan melakukan penilaian secara objektif (Sharma et al,
2024). Selain itu, dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya efektivitas teknologi informasi,
juga berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan PBK. Meskipun demikian, dalam beberapa
kasus seperti di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), efektivitas teknologi informasi masih perlu
ditingkatkan agar mendukung implementasi PBK secara optimal (Maazmi et al., 2024). Penguatan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan mekanisme penghargaan serta
hukuman yang konsisten juga terbukti memberikan dampak positif terhadap keberhasilan PBK.
Dengan menggabungkan faktor-faktor ini, implementasi PBK dapat berjalan lebih efektif, yang
pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Hal
ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana benar-benar memberikan hasil yang
maksimal dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional (Bagot et al., 2024).

Tantangan dan Hambatan dalam Praktik Kinerja Keuangan

Meskipun PBK dianggap ideal dalam teori, penerapannya di lapangan masih menghadapi
berbagai tantangan serius. Salah satu kendala utama adalah indikator kinerja yang sering berfokus
pada output, seperti jumlah layanan yang diberikan, ketimbang outcome atau manfaat nyata yang
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dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan tujuan utama penyediaan layanan publik, yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak sepenuhnya tercapai (Tatsi et al., 2024). Dalam
beberapa sektor, seperti imigrasi, tantangan lain muncul terkait dengan resistensi birokrasi terhadap
perubahan, serta terbatasnya partisipasi aktif anggota organisasi dalam proses perencanaan dan
evaluasi anggaran (Jiang et al., 2025). Selain itu, intervensi politik dalam proses penganggaran
seringkali mengubah PBK menjadi sekadar formalitas administratif untuk memenuhi kewajiban
regulasi, tanpa adanya petbaikan kinerja yang signifikan (Maitima & Munene, 2024). Intervensi
tersebut bisa mengarah pada pengalokasian anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas
pembangunan yang sebenarnya, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana
publik (Issue et al., 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian sistematis literatur
(systematic literature review) untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di sektor publik Indonesia serta faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitasnya, berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan kerangka regulasi yang
berlaku. Desain penelitian adalah studi kepustakaan terstruktur, yang menganalisis kebijakan dan
praktik PBK di berbagai institusi sektor publik tanpa mengumpulkan data primer. Data sekunder
diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara, artikel jurnal
ilmiah, buku akademik, dan laporan resmi lembaga pemerintah relevan. Pengumpulan data
dilakukan melalui identifikasi kata kunci, penelusuran artikel, seleksi literatur berdasarkan relevansi,
kualitas metodologi, dan reputasi penerbit, serta dokumentasi dan pengelompokan literatur. Teknik
analisis data menggunakan analisis tematik kualitatif untuk mengidentifikasi tema utama, seperti
dampak PBK terhadap akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan hambatan implementasi. Sintesis naratif
dilakukan untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas PBK di sektor publik
Indonesia. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber
dengan membandingkan temuan dari berbagai penelitian dan dokumen kebijakan. Konsistensi
analisis dijaga menggunakan kerangka konseptual yang sama, sehingga kesimpulan yang dihasilkan
objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL dan PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas dan Transformasi Kinerja Keuangan

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK) di sektor publik Indonesia menunjukkan hasil
yang bervariasi tetapi umumnya positif dalam hal akuntabilitas. Berdasarkan data dari pemerintah
daerah di seluruh Indonesia, penerapan PBK telah terbukti meningkatkan kinerja keuangan secara
signifikan, yang diukur melalui rasio ekonomi, efektivitas, dan kemandirian daerah (Saepudin et al.,
2024). Ini mengindikasikan bahwa sistem PBK dapat mengubah fokus pengeluaran daerah dari
sekadar menggunakan anggaran menjadi pengeluaran yang memberikan dampak nyata (Randa &
Adere, 2025). Di sektor tertentu, seperti di lembaga imigrasi, PBK telah mendorong peningkatan
efisiensi dalam pengeluaran operasional dan transparansi dalam pelayanan publik (Huy & Phuc,
2025). Namun, banyak lembaga besar, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih beroperasi
pada tingkat Penganggaran Berbasis Kinerja, di mana data kinerja hanya berfungsi untuk
mendukung keputusan, bukan sebagai faktor utama dalam penentuan alokasi dana (Abbasov, 2025).

Kesenjangan Antara Regulasi dan Realitas Operasional

Dati sisi regulasi, Indonesia telah memiliki dasar yang kuat melalui Undang-Undang No. 17
Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 (Firnanda et al., 2025). Namun, di
lapangan, terdapat kesenjangan signifikan antara rencana dan pelaksanaan. Salah satu temuan utama
adalah bahwa indikator kinerja yang dibuat oleh unit kerja sering kali berfokus pada aspek
administratif dan output fisik, bukan pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Budiyasa et al.,
2023). Hal ini menyebabkan meskipun penyerapan anggaran mencapai target yang ditetapkan,
kualitas layanan publik sering kali tidak meningkat sesuai harapan (Amelia et al., 2025). Selain itu,
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budaya organisasi yang masih berorientasi pada pengeluaran di mana keberhasilan diukur dari
seberapa banyak anggaran yang digunakan menjadi hambatan utama dalam transisi menuju
organisasi yang lebih berfokus pada hasil (Printer et al, 2023). Keberhasilan penerapan sistem
anggaran berbasis kinerja memerlukan perubahan paradigma dalam cara organisasi menilai
pencapaian, dari sekadar penggunaan anggaran menjadi dampak nyata yang dirasakan masyarakat
(Harianto et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mengubah budaya
organisasi dan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang mencerminkan hasil yang dapat diukur
dan bermanfaat secara langsung bagi publik (Hou et al., 2025).

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi

Berbagai literatur menunjukkan kesepakatan bahwa keberhasilan PBK tidak dapat dipisahkan
dari ckosistem organisasi. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki hubungan positif yang kuat dengan keberhasilan
penganggaran (Aziyah & Yanto, 2022). Tanpa SDM yang mampu merumuskan indikator kinerja
yang SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu), PBK hanya akan
menjadi beban administratif (Yuliana et al., 2021). Selain itu, dukungan teknologi informasi yang
terintegrasi sangat penting untuk menyediakan data kinerja yang akurat, meskipun efektivitasnya di
beberapa lembaga saat ini dianggap rendah dan memerlukan peningkatan lebih lanjut (El Husna et
al., 2024). Berikut adalah tabulasi data yang merangkum temuan-temuan kunci dari berbagai
peneltian yang anda lampiran.

Table 1. Data Pendukung Hasil Temuan Penelitian

Dimensi .
Analisis Hasil Temuan Utama Dampak/Keterangan
Kinetja Pcr.nngkatan slgglﬁkan pada B
Fiskal rasio efektivitas dan Positif
kemandirian daerah.
Tinekat Masih berada pada level 2
K n'gl tanean (Performance-Informed) Perlu Pengembangan
ematanga menurut standar OECD.
. Kompetensi SDM berkorelasi
Kapasitas . .
kuat dengan akuntabilitas Kritis
SDM
laporan keuangan.
Kualitas Fokps pgda output (ﬁslk) .
Indikator masih lebih tinggi daripada Hambatan Teknis

outcome (manfaat).

Berdasarkan informasi tambahan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Transisi paradigma belum sempurna
Meskipun secara resmi Indonesia telah mengimplementasikan PBK selama dua puluh tahun,
pelaksanaannya masih terjebak pada tahap penggunaan informasi kinetja sebagai dukungan
(Performance-Informed), bukan sebagai pengendali utama anggaran.

2. Dampak positif pada efisiensi
Terdapat bukti yang kuat bahwa PBK mampu meningkatkan rasio efektivitas dan kemandirian
finansial daerah dibandingkan dengan sistem tradisional (line-item).

3. Urgensi perbaikan indikator
Isu utama yang perlu segera diperbaiki adalah pergeseran fokus indikator kinerja dari sekadar
"apa yang dihasilkan" (output) menjadi "apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat"
(outcome).

4. Ketergantungan pada kapasitas SDM
Keberhasilan PBK sangat dipengaruhi oleh kemampuan pegawai dalam merancang anggaran
dan ketegasan sistem penghargaan dan hukuman yang diterapkan oleh pemimpin organisasi.
Tanpa adanya hal ini, PBK hanya akan menjadi formalitas administratif untuk memenuhi
tindakan regulasi.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di sektor publik Indonesia merupakan
langkah strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan negara yang bertujuan menggeser
paradigma penganggaran dari berorientasi input menuju berorientasi hasil. Berdasarkan hasil kajian
literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PBK secara umum telah memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran, khususnya dalam mendorong penggunaan dana publik yang lebih terarah dan terukur.
Sejumlah penelitian menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah, terutama pada
aspek efektivitas dan kemandirian fiskal daerah, dibandingkan dengan sistem penganggaran
tradisional berbasis pos.

Namun demikian, efektivitas PBK di Indonesia masih belum optimal. Temuan utama
penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah masih berada pada tahap
performance-informed budgeting, di mana informasi kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar
utama dalam pengambilan keputusan anggaran. Permasalahan mendasar terletak pada kualitas
indikator kinerja yang masih dominan berfokus pada output administratif dan fisik, bukan pada
outcome atau dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan keberhasilan
penganggaran sering kali diukur dari tingkat penyerapan anggaran, bukan dari kualitas layanan
publik yang dihasilkan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya integrasi sistem teknologi
informasi, serta budaya birokrasi yang cenderung resistif terthadap perubahan menjadi hambatan
signifikan dalam implementasi PBK secara substansial. Intervensi politik dalam proses
penganggaran juga turut mempetlemah konsistensi penerapan prinsip-prinsip PBK, sehingga sistem
ini berisiko menjadi sekadar formalitas untuk memenuhi tuntutan regulasi, tanpa menghasilkan
perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merckomendasikan perlunya penguatan
komitmen organisasi dalam mengimplementasikan PBK  secara menyeluruh. Peningkatan
kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan menjadi langkah krusial agar
aparatur mampu merancang indikator kinerja yang berorientasi pada outcome dan selaras dengan
tujuan pembangunan. Selain itu, penyempurnaan indikator kinerja yang lebih fokus pada manfaat
publik, optimalisasi sistem informasi pengangearan yang terintegrasi, serta penguatan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan secara konsisten. Penerapan mekanisme
reward and punishment yang jelas juga penting untuk memastikan bahwa kinerja benar-benar
menjadi dasar dalam alokasi anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, Penganggaran Berbasis
Kinerja diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi mampu berfungsi sebagai
alat strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, efektif, dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
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